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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghambatan pemberhentian secara hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pensiun dini, yaitu dengan mempelajari peraturan hukum dan kasus-kasus yang berhubungan dengan penghambatan pemberhentian secara hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghambatan pemberhentian ini dilakukan dengan cara dikeluarkannya keputusan Mendikbudristek No. 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023, tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemendikbudristek atas nama Suroyo. Hasil dari penelitian ini yaitu putusan PTUN Jakarta No. 540/G/2023/PTUN.JKT menyatakan bahwa tergugat secara prosedur maupun substansi dalam menerbitkan Objek sengketa telah melanggar peraturan yang berlaku, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum dimana telah menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap status Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya maka objek sengketa dinyatakan batal dan kepada tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Mendikbudristek No. 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemendikbudristek Atas Nama Suroyo.
Kata Kunci: Putusan PTUN, Pensiun Dini, Fiqh Siasyah.
ABSTRACT
This study aims to analyze the inhibition of honorable dismissal of civil servants who apply for early retirement by examining legal regulations and cases related to the inhibition of honorable dismissal of civil servants. The method used in this study is the normative legal method, while the approaches employed are the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. This study found that this obstruction of dismissal was carried out through the issuance of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology's Decision No. 50804/M/11/2023, dated September 12, 2023, regarding the Revocation of the Decision on Honorable Dismissal at the Request of a Civil Servant in the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology named Suroyo. The result of this study is the decision of the Jakarta Administrative Court No. 540/G/2023/PTUN.JKT, which states that the defendant, both procedurally and substantively, in issuing the subject of the dispute, has violated applicable regulations and has also violated the General Principles of Good Governance, particularly the principle of legal certainty, which has caused legal uncertainty regarding the plaintiff's status. Therefore, the plaintiff's lawsuit must be granted in full, and the disputed object is declared null and void. The defendant is required to revoke the Minister of Education, Culture, Research, and Technology's Decision No. 50804/M/11/2023, dated September 12, 2023, regarding the revocation of the decision to dismiss a civil servant in the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology named Suroyo upon his own request.
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A. PENDAHULUAN 
Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan terhadap makan, minum dan istirahat. Sebagaimana dalam teori hirarkineed Abraham Maslow yang dikutip oleh Alex Sobur menyebutkan bahwa kebutuhan yang paling mendasar dan pertama sekali harus dipenuhi ialah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik ialah makan, minum, oksigen, seks dan istirahat.

Bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara fisik maupun psikis. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dituntut berusaha dan kerja keras, ada banyak macam dan jenis pekerjaan yang dapat ditekuni oleh manusia, sesuai dengan pengetahuan dan profesinya masing-masing atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, ada pula pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang di tempat tertentu.
 Seperti menjadi guru/dosen atau sebagai pegawai negeri sipil, dan pegawai kontrak. merupakan penghargaan tertinggi bagi setiap PNS yang telah loyal dan mengabdikan diri pada instansinya. Pensiun yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk membiayai kehidupannya agar ia dapat hidup dengan layak di hari tuanya. Melalui pensiun ia memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada pangkat dan masa kerjanya sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa pensiun merupakan penghargaan sekaligus jaminan hari tua bagi setiap PNS atas loyalitas, jasa, dan pengabdiannya selama ia melakukan tugas kewajibannya.

Sebagai pegawai, memiliki jenis pula di antaranya guru, dosen, PNS, tentara, polisi, dokter, perawat, pilot, pegawai bank dan pegawai suwasta. Melalui bekerja sebagai pegawai maka individu akan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian dan profesi yang dimilikinya. Dari hasil usaha tersebut dapat digunakan untuk membeli semua kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan bahwa bekerja merupakan kebutuhan individu. Bekerja selain untuk pemenuhan kebutuhan fisiologis individu, dengannya juga dapat memperoleh jabatan atau pengakuan dari masyarakat. Namun pada kenyataannya seseorang tidak akan selamanya bekerja, akan tetapi ada saat berhenti dari pekerjaan tersebut saat memasuki usia tertentu atau disebut juga dengan pensiun dan mulai memasuki masa istirahat.

Masa kerja pegawai negeri sangatlah terbatas karena terdapat kebijakan negara indonesia dalam hal usia pensiun. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 3 ayat 2 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2008 yang tertulis bahwa usia pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil adalah berusia 56 tahun.
 Batas usia 56 tahun adalah batas usia normal dan layak yang ditentukan oleh peraturan pemerintah bagi seorang PNS untuk mengambil dan menjalani masa pensiunnya. Namun di sisi lain, tidak tertutup pula kemungkinan bahwa seorang PNS akan pensiun lebih awal dari batas umur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang saat ini lebih populer dengan sebutan "pensiun dini". Pemberlakuan pensiun dini ini sangat dimungkinkan terjadinya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 jo PP No. 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Namun dilihat dari aspek keuangan daerah hal tersebut mungkin akan berdampak kepada pengeluaran kas daerah yang cukup besar, jika peminat pensiun dini tersebut menuntut adanya uang pesangon, uang tunggu, dan sebagainya.

Di dalam PP No. 32 Tahun 1979 jo PP No. 9 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terdapat 8 (delapan) alasan yang dijadikan dasar pemberhentian seseorang dari Pegawai Negeri Sipil. Salah satunya ialah "telah sampai batas usia pensiun (BUP)", yaitu umur 56 tahun (Pasal 3 ayat 2). Usia 56 tahun merupakan batas akhir kemampuan melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna. Setelah melampaui batas usia ini PNS diharapkan dapat menghadapi masa pensiun dan menjalaninya dengan penuh ketenangan tanpa ada beban.
Sehubungan dengan pemberlakuan pensiun dini ini, menyatakan bahwa terdapat lima langkah yang patut ditempuh yaitu: (1) harus benar-benar diperhitungkan kondisi dan kriteria PNS yang akan dipensiunkan, misalnya usia, masa kerja, jabatan, kinerja, dan produktivitas, (2) sebaiknya dicari kesepakatan dan persetujuan PNS tersebut atau bisa juga dengan alasan yuridis dan rasional, (3) kebijakan tersebut mungkin hanya untuk PNS yang nonjob saja, atau yang mendekati usia pensiun, atau yang rendah kinerjanya, (4) perlu ditegaskan pada golongan yang mana ia akan diberlakukan, apakah golongan III dan IV saja atau semuanya, (5) kompensasi apa yang diperoleh pensiunan, apakah uang pesangon sesuai masa kerja dan gaji, ataukah pelatihan keterampilan disertai modal usaha, dan sebagainya.

Ketetapan lain tentang usia pensiun lainnya adalah Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1980 dan UU Nomor 14 tahun 2004 tentang batas usia pensiun Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor serta Dosen di mana usia pensiun adalah 65 tahun. Usia pensiun Guru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2008 di mana usia pensiun guru yaitu 60 tahun. Pegawai perusahaan swasta atau buruh dalam UU No. 13 tahun 2003 Pasal 154 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa Batas Usia Pensiun (BUP) untuk pekerja sektor swasta. Ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Berdasarkan undang-undang No.11 Tahun 1992, pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pensiun merupakan salah satu fase transisi dalam hidup yang pasti menuntut penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi suatu transisi tersebut. Penyesuaian yang baik dalam menghadapi masa pensiun tidak lepas dari dukungan lingkungan terutama dari orang-orang yang penting bagi individu yang bersangkutan. Masalah penyesuaian yang paling serius dan paling umum dalam masa pensiun adalah yang berhubungan dengan anggota keluarga.

Adapun Pensiun Dini (Golden Shakehand) adalah pensiun yang terjadi untuk melakukan restrukturisasi pada organisasi dengan memberikan status pensiun pada karyawan yang seharusnya belum layak pensiun dan diberikan pesangon sesuai dengan masa kerja. Pensiun Dini dapat dilihat dari dua sisi, dari keinginan pekerja (labor) itu sendiri atau dari kebijakan perusahaan. Kebijakan suatu perusahaan mengadakan program pensiun dini bertujuan untuk mengurangi jumlah karyawan yang tidak produktif lagi, sehingga pekerjaan yang biasa di tangani dapat di selesaikan oleh karyawan yang lain. Sasaran dari program ini biasanya tenaga kerja tamatan SD ataupun SMP dan mayoritas pekerja yang usianya mendekati 50 (lima puluh) tahun. Pada aplikasinya pensiun dini sesuai yang diharapkan oleh suatu perusahaan yaitu menyusutnya jumlah pegawai. Tetapi hal ini bisa sesuai dengan harapan sang pegawai yang menerima pensiun dini. Karena pasca pensiun dini tepatnya lima tahun kemudian, mereka akan mengalami kekurangan pendapatan per hari yaitu kurang dari satu US Dollar, yang merupakan standarisasi dari Millenium Development Goals (MDGs).

Berarti suatu perusahaan telah menambah daftar orang yang berada di bawah garis kemiskinan, meningkatkan jumlah pengangguran dan apabila hal ini akan terus berlanjut, maka akan menimbulkan kriminalitas dalam masyarakat. Dan di tambah presure dari aspek pemerintahan yang tidak sama sekali mengatur Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan tentunya juga di dukung dengan parahnya pengaturan pensiun dini tersebut dengan landasan yang sangat minim terhadap undang-undang yang membuat dominasi pensiun dini ada di tangan perusahaan.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT merupakan salah satu putusan yang menarik perhatian dalam konteks hukum tata usaha negara di Indonesia. Putusan ini berkaitan dengan sengketa antara seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan permohonan pensiun dini dengan institusi pemerintah yang menolak atau menghambat pengabulan permohonan tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor: 25040/MI/11/2023 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pension kepada suroyo pada tanggal 2 Mei 2023 dengan pertimbangan segala persyaratan permohonan pengajuan pensiun dini oleh penggugat telah lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, tanpa sebab yang jelas tergugat kemudian menerbitkan keputusan Nomor: 50804/M/11/2023 dan mencantumkan isi konsideran kemudian bahwa berdasarkan laporan hasil audit inspektorat jendral kementrian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Nomor:23/R/Insp.Invest-Itjen/VI/2021 pada tanggal 10 Juni 2021, Nomor: 86/R/Insp. Inv- Itjen/III/2022 pada tanggal 16 Maret 2022 dan Nomor: 59/R/Insp. Inv- Itjen/VI/2023 pada tanggal 23 Juni 2023 atas nama Suroyo yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin.
Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN. JKT berkaitan dengan sengketa Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023, tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Suroyo, S.E., M.M.sengketa ini muncul karena adanya dugaan  terkait Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23/R/Insp.Invest-Itjen/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021, Nomor 86/R/Insp.Inv-Itjen/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, dan Nomor 59/R/Insp.Inv-Itjen/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023, Sdr. Suroyo, S.E., M.M. diduga melakukan pelanggaran disiplin dan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin”; sebab dari dugaan tersebut membuat Penggugat tidak dapat mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Non partai.
Fiqh Siyasah menekankan pentingnya keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (mashlahah al mursalah) dalam semua aspek baik di pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Dalam kasus ini, prinsip keadilan tercermin dalam keputusan PTUN yang mengharuskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencabut Keputusan Menteri Nomor: 50804/ M/ 11/2023, yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga membuat Penggugat tidak dapat mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Non partai. Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT dianggap sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah karena Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku yang secara secara prosedur maupun substansi.
Berdasarkan penerbitan objek sengketa tersebut yang diajukan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tersebut, perlu dilihat dan dikaji kesesuaian penerapannya berdasarkan aturan yang mengaturnya, hal ini akan berdampak pada kepastian hukum akan statusnya sebagai PNS. Dengan adanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh mentri Pendidikan, budaya, riset dan teknologi tersebut menimbulkan sengketa antara PNS dengan pejabat atau badan tata usaha negara.

Dalam konteks ini, analisis terhadap putusan ini dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah yaitu kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umum berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam menjadi sangat relevan. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif terkait Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT tentang Pembatalan Keputusan Pensiun Dini Pegawai Negeri Sipil. Metode ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan, tetapi lebih kepada analisis terhadap dokumen hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya, seperti abstrak hasil penelitian, indeks, ulasan, jurnal, serta buku referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif suatu fenomena hukum, baik berupa fakta, ciri-ciri, maupun hubungan antar unsur yang ada. Penelitian ini berusaha menguraikan kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat terkait dengan gejala atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang menelaah peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta pendekatan konseptual, yaitu dengan mengacu pada teori-teori hukum dalam bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan pemerintahan pusat serta kementerian terkait. Sumber dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dalam hal ini Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, artikel, majalah, dan sumber literatur lain yang mendukung analisis terhadap data primer.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan tertulis, baik dari sumber primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada keterkaitan antara putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menyajikan dan mengolah data dalam bentuk uraian naratif atau deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggabungkan pendekatan empiris dan normatif, sehingga hasilnya dapat ditarik secara deduktif, dari generalisasi menuju kesimpulan khusus. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan menganalisis isi dari dokumen dan data yang diteliti secara mendalam.

Dalam kasus ini, PTUN harus menilai apakah tindakan institusi pemerintah yang menghambat pensiun dini PNS tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau justru melanggar hak-hak individu sebagai PNS. Selain itu, penting untuk menelusuri apakah keputusan tersebut sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan keadilan menurut Siyasah Qadhaiyyah. Secara khusus, perspektif Siyasah Qadhaiyyah memberikan kerangka untuk menilai putusan pengadilan ini dari sudut pandang keadilan substantif, kemaslahatan publik, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.
Dalam teori maslahah al khassah imam al mawardi, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan pemerintah tersebut didasari oleh kebutuhan mendesak yang berlandaskan pada kemaslahatan publik atau justru merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang merugikan individu. Dengan demikian, teori maslahah al khassah mengarahkan negara untuk mengutamakan dan menjaga kemaslahatan publik yang lebih luas dalam setiap kebijakan dan tindakannya tidak terkecuali dalam konteks sebuah putusan pengadilan. 
Analisis dari sudut pandang Siyasah Qadhaiyyah juga akan mengkaji bagaimana hukum Islam memandang hak seorang individu untuk pensiun dini, terutama dalam hal ini seorang PNS yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan legal untuk pensiun. Prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan kewajiban pemerintah untuk tidak bertindak diskriminatif menjadi poin-poin penting dalam analisis ini. Kajian ini tidak hanya penting dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam putusan-putusan hukum modern, khususnya dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Berdasarkan Pengamatan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul “ANALISIS PTUN NO 540/G/2023/PTUN.JKT TENTANG PENGHAMBATAN KEPUTUSAN PENSIUN DINI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESPEKTIF FIQH SIYASAH”.
B. PEMBAHASAN 
1. Putusan PTUN No. 540/G/2023/PTUN.JKT
Dalam putusannya, PTUN Jakarta menilai bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023, tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Suroyo, S.E., M.M menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 50804/ M/ 11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M., dan meminta tergugat mencabut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M. Pertimbangan hukum juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam putusan Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan dan kemaslahatan umat dalam melakukan pembatalan pensiun dini terhadap pegawai negeri sipil.
2. Pemberhentian dengan Hormat PNS


Pemberhentian dengan hormat adalah proses pengakhiran status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan dengan cara yang sesuai dan terhormat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Ada beberapa penyebab PNS diberhentikan dengan hormat, diantaranya:
a) Meninggal Dunia atau Hilang
PNS yang meninggal dunia dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sementara PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia terhitung pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang. Untuk status PNS yang hilang ini adalah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

b) Atas Permintaan Sendiri

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Namun apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas yang mendesak, permintaan dapat di tunda untuk paling lama 1 tahun. Permintaan berhenti juga dapat di tolak apabila PNS yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau masih ada sesuatu hal yang harus dipertanggungjawabkan.

c) Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

PNS diberhentikan dengan hormat saat mencapai batas usia pensiun, yakni a) 56 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan b) 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. c) 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Adapun Perpanjangan BUP sampai dengan 62 tahun ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul pimpinan instansi/lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural Eselon I. Perpanjang BUP sampai dengan 62 tahun dilakukan secara selektif bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dapat di perpanjang BUP-nya sampai dengan 62 tahun. Pemberhentian PNS karena telah mencapai batas usia pensiun diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan 1 tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut.

d) Adanya Perampingan Organisasi
Perubahan satuan organisasi negara terkadang mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila hal itu terjadi maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan pada satuan organisasi negara lainnya. Namun apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Tin Penguji Kesehatan dinyatakan; Tidak mampu bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri karena kesehatannya, atau menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya, atau setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

3. Penghambatan Pemberhentian Dengan Hormat PNS
Pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dihambat atau ditunda dalam beberapa situasi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menghambat proses pemberhentian tersebut:
a) Jika ada dokumen atau persyaratan administratif yang belum lengkap, seperti surat permohonan pengunduran diri atau dokumen pendukung lainnya.
b) PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan atau sanksi disiplin tidak dapat diberhentikan dengan hormat sampai masalah tersebut diselesaikan.
c) Jika PNS terlibat dalam proses hukum yang belum selesai, pemberhentian bisa ditunda hingga keputusan hukum final.
d) PNS yang terikat dalam kontrak atau tugas tertentu yang belum selesai mungkin tidak dapat diberhentikan sampai tugas tersebut diselesaikan
e) PNS yang menjabat di posisi strategis mungkin perlu mempertimbangkan penyerahan tugas sebelum pemberhentian dapat dilakukan.
f) Kebijakan internal dari instansi pemerintah tempat PNS bekerja juga dapat mempengaruhi keputusan pemberhentian, terutama dalam hal kebutuhan pegawai.
g) Jika ada kesepakatan antara PNS dan instansi mengenai pemberhentian, proses ini bisa ditunda sampai kesepakatan tersebut diimplementasikan.

4. Penerapan Prinsip Fiqh Siyasah
Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara Etimologi, fqih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari yashrifan kata faqiha yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapkan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fqih didefinisikan sebagai ilmu tentanghukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu (Iqbal, 2014). Secara Teminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemashalatan serta mengatur keadaan.

Berdasarkan dari uraian mengenai pengertian Fiqh dan siyasah secara etimologis dan terminologis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashalatan bagi manusia itu sendiri.  Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan serta bagaimana menjalankan kekuasaan.
 Pengertian jelasnya adalah bahwa Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal hal yang menyangkut aturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum yang berdasarkan syari’at syari’at islam untuk mewujudkan kemashalatan umat.

Ada beberapa prinsip prinsip dasar dalam Fiqh Siyasah yaitu prinsip kedaulatan, keadilan, musyawarah, persamaan, serta amar ma’ruf nahi munkar, salah satu prinsipnya yaitu keadilan yang mengatakan bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, berkedudukan sama di depan hukum.
 Hal ini sejalan dengan adanya proses kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin bahwa seorang pemimpin harus memperlakukan semua orang sama di depan hukum dengan tidak memihak kepada salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain. Al- Mawardi mengatakan dalam Kitabnya al-Ahkam al-Sultahniyyah yaitu syarat mutlak dijadikannya seorang pemimpin salah satunya adalah adil dalam arti luas yaitu adil dalam perbuatan, perkataan, atau keputusan yang ia ambil. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil di depan mata hukum dalam menerapkan suatu keputusan untuk kesetaraan dan kemashalatan umatnya.

Fiqh Siyasah menekankan pentingnya keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (mashlahah al mursalah) dalam semua aspek baik di pemerintahan maupun diluar pemerintahan.
 Dalam kasus ini, prinsip keadilan tercermin dalam keputusan PTUN yang mengharuskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencabut Keputusan Menteri Nomor: 50804/ M/ 11/2023, tanggal 12 September 2023 Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Atas Nama Sdr. Suroyo, S.E., M.M.; yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga membuat Penggugat tidak dapat mendaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Non partai. Fiqh siyasah mengajarkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus di dasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimilasi pemerrintahan. Analisis PTUN Jakarta No.540/g/2023/PTUN.JKT dalam perspektif fiqh siyasah dapat memberikan wawasan baru dan sumbangan Konseptual bagi pengembangan ilmu hukum tata negara islam, khusussnya dalam konteks penyalahgunaan perizinan di negara Indonesia.
Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN.JKT dianggap sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah karena Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku yang secara secara prosedur maupun substansi dalam menerbitkan Objek sengketa telah melanggar peraturan yang berlaku, juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum dimana telah menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap status Penggugat.
C. PENUTUP 
Putusan PTUN Jakarta Nomor 540/G/2023/PTUN. JKT berkaitan dengan sengketa Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023, tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi a.n Suroyo, S.E., M.M.. sengketa ini muncul karena adanya dugaan  terkait Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Sdr. Suroyo, S.E., M.M. diduga melakukan pelanggaran disiplin dan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin. 
Dalam putusannya, PTUN Jakarta menilai bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 50804/M/11/2023, tanggal 12 September 2023, tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama Suroyo, S.E., M.M menyatakan batal Keputusan. Pertimbangan hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan.
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